MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
LARANGAN SEMENTARA EKSPOR CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED
AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM
OLEIN, DAN USED COOKING OIL

DFNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi ketersediaan minyak goreng
sebagai salah satu barang kebutuhan pokok yang
diperlukan bagi seluruh masyarakat Indonesia, perlu

. mengatur kebijakan larangan sementara Ekspor Crude
Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil,
Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used
Cooking Oil,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Larangan Sementara
Ekspor Crude Palm Qil, Refined, Bleached and Deodorized
Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein,
dan Used Cooking Oil,

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah



i

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan, {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan
Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51795);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 664 1);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6653);

8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN
SEMENTARA EKSPOR CRUDE PALM OIL, REFINED,
BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED,
BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN, DAN USED
COOKING OIL.



Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

(2)

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,
baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,
dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari
daerah pabean.

Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau
badan wusaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di
atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi
eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang Kepabeanan.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang
selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang
berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga
bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan
nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai,
yang terdiri dari Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri mengatur
larangan sementara Ekspor Crude Palm Oil (CPO),
Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm
Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD
Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO).

Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized
Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and
Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used
Cooking Oil (UCO}) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 3

(1} Eksportir dilarang sementara melakukan Ekspor Crude
Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm
Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized
Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Larangan sementara Ekspor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku juga atas pengeluaran dari KPBPB
untuk tujuan ke luar daerah pabean.

Pasal 4
Eksportir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
(1) Pelaksanaan larangan sementara Ekspor sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri ini dievaluasi secara
periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal

diperlukan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui rapat koordinasi yang
diselenggarakan oleh kementerian yang

menyelenggarakan  koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Crude Palm Oil
(CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm
Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm
Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, yang telah
mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean
ekspor paling lambat tanggal 27 April 2022, tetap dapat
dilaksanakan ekspornya.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 28 April
2022,




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2022

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 457

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
cha_lg.-‘ Biro um,

EKREPRIAT,
JENDERAL |

5 N 8 1 /’
Sri Hariyati




LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

LARANGAN SEMENTARA EKSPOR CRUDE PALM OIL, REFINED,
BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED
AND DEODORIZED PALM OLEIN DAN USED COOKING OIL

CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL (RBD PALM OIL), REFINED, BLEACHED AND

DEODORIZED PALM OLEIN (RBD PALM OLEIN) DAN USED COOKING OIL (UCO)

No Pos Tarif/HS Uraian Barang
15.11 Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.
1. 1511.10.00 - Minyak mentah | Crude Palm Oil
1511.90 - Lain-lain:
2. 1511.90.20 -- Minyak dimurnikan | RBD Palm Oil
-- Fraksi dari minyak dimurnikan:
--- Fraksi cair:
3. 1511.90.36 ---- Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg RBD Palm Olein
4, 1511.90.37 ---- Lain-lain, dengan nilai iodine S5 atau lebih tetapi kurang dari 60
5. 1511.90.39 ---- Lain-lain
15.18 Lemak dan minyak hewani, nabati atau mikroba serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi,

disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi
secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16; olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari
lemak atau minyak hewani, nabati atau mikroba atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam Bab
ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.




No Pos Tarif/HS Uraian Barang

- Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup,
dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak
termasuk dari pos 15.16:

6. ex 1518.00.14 -- Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit atau kelapa Used Cooking Oil dari minyak kelapa sawit atau

7. ex 1518.00.19 -- Lain-lain kernel kelapa sawit dan fraksinya
~ Campuran atau olahan yane tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau rlari fraksi lemak atau minyak
yang berbeda:

8. ex 1518.00.32 -- Dari kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, dinetralkan, Used Cooking Oil
dijernihkan, dan dihilangkan baunya (NBD)} atau dimurnikan,
dijernihkan, dan dihilangkan baunya (RBD)

9. ex 1518.00.38 -- Dari buah kelapa sawit atau kermnel kelapa sawit, lainnya

10. ex 1518.00.60 - Olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau
minyak hewani atau fraksinya dan lemak atau minyak nabati atau
fraksinya

11. ex 1518.00.90 - Lain-lain

23.06 Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau
minyak nabati atan mikroba selain dari pos 23.04 atau 23.05.
2306.90 - Lain-lain:
12. ex 2306.90.90 -- Lain-lain Residu endapan hasil ekstraksi minyak sawit

yang pada suhu ruang berbentuk/berfase
padat atau semi padat yang memiliki
kandungan asam lemak bebas sebagai asam
palmitat < 20%

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

ttd.

MUHAMMAD LUTFI




